PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Umum atau ketentuan yang mengatur men-.

genai penerapan manajemen risiko bagi bank
umum syariah dan unit usaha syariah.

2. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan seb-
agaimana dimaksud dalam butir IIl.A.4, dan
butir lIl.A.6 dikenakan sanksi terkait pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otori-
tas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016
tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum atau Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang
Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah. ’

V. KETENTUAN PERALIHAN

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1
September 2016,

2. Penyampaian Laporan Rencana Pelaksanaan
Aktivitas Baru berupa Bancassurance yang
telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuan-
gan dan masih dalam proses pada saat Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan,

diproses sesuai ketentuan yang berlaku saat -

{aporan disampaikan.

V1. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa |

" Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia |
No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 |
perihal Pener'apan Manajemen Risiko pada Bank |

yang Melakukan Aktivitas Kerja sarna Pemasaran

dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) di- |

cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa |
Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap- |

kan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUWANGAN,
ttd.
TAMPUBOLON

i
NELSON

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 28 Tahun 2016, |
tanggal 8 September 2016) |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI IKETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah be-
| berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas-

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Thntang
. Pemerintahan Daerah, dan rekomendasi hasil pemeta-
an urusan pemerintahan konkuren di daerah berdasar-

kan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/
SJ, tanggal 08 Agustus 2016, perlu menetapkan
Peraturan “Menteri Ketenagakerjaan tentang Hasil
Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ke- |
tenagakerjaan;

Mengingat : |

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang |
Kementerian Negara (Lembaran Negara Repub- |
lik Indonesia Tahun 2008 Nomar 166, ‘Nn-iba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916); ‘

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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% |

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba- |

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

4., Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 20186 ten-

tang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor
19); :

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja |

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

/ MEMUTUSKAN:
,/y//
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

| TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERIN-
| TAHAN DAERAH DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang |

ketenagakerjaan merupakan‘hasil pemetaan intensitas

| dan beban kerja urusan bidang ketenagakerjaan dae-

rah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang dilaku-
kan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Ketenagakerjaan bersama dengan pemerintah daerah.

Pasal 2
Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang

E ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

| Menteri ini.

Pasal 3
Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetap-
kan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan
penganggaran.

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

Pasal 4

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 digunakan oleh unit kerja di Kementerian Ketena-
gakerjaan sebagai dasar pembinaan teknis kepada

| daerah secara nasional.

. Pasal 5
Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau
ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih
terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara uru-
san pemerintah bidang ketenagakerjaan dapat ditu-
runkan ‘dan hasil pemetaan.

Pasal 6
Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan keten- .
tuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1368

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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